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ABSTRAK 

  

Ermawati NPM.18.81.0161. 2022. Analisis Yuridis Kekuatan Eksekusi Jaminan 

Fidusia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Dosen 

Pembimbing I Dr. Afif Khalid S,Hi,.S.H ,.MH. Dosen Pembimbing II Muthia 

Septarina, S.H ,.M.H. 

 

Kata kunci; Eksekusi jaminan fidusia, Wanprestasi jaminan fidusia. 

 

Objek fidusia sudah diatur Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia, namun ketentuan itu belum mampu memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur untuk dapat menganalisis perlindungan hukum bagi 

penerima fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasarkan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum 

yang tepat bagi penerima fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode 

pendekatan Normatif dan data pustaka sesuai dengan peraturan Undang-undang 

serta peraturan pemerintah tentang cara pendaftaran jaminan fidusia yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan ketentuan mengenai eksekusi piutang 

terhadap debitor yang wanprestasi berbagai penafsiran hukum yang menyebabkan 

kreditur selaku penerima fidusia membutuhkan perlindungan hukum yang 

berpotensi mengalami kerugian dikemudian hari akibat dari debitur yang tidak 

menjalankan kewajibanya melunasi piutang yang telah disepakati bersama serta 

adanya eksekusi jaminan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk 

melakukan penyitaan dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan prosedur eksekusi barang 

jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditor pada prinsipnya proses eksekusi tetap 

dilakukan oleh pihak pemegang jaminan yang dalam hal ini kreditor yang 

sebenarnya disahkan menurut hukum dan prosedur eksekusi Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum. Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 2/PUU-

XIX/2021 menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan 

merupakan jalan elternatif, Apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan 

debitur dalam cendera janji untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan 

berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia. Eksekusi dalam arti luas tidak 

hanyar mencakup pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun 

termasuk segala bentuk pelaksanaan dalm hal wanprestasi maka pihak kreditor 

agar tidak langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. 
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